[image: ]

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG 
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,


Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
[bookmark: _GoBack]		b.	bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penawaran umum efek melalui pasar modal, penyertaan modal, sinergi perbankan, penyelenggaran produk investasi perbankan syariah, serta penguatan melalui kebijakan konsolidasi dan penyempurnaan jenis kantor oleh Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan berupa Peraturan Anggota Dewan Komisioner tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
		2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
		3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
		4. 	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
		5. 	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103/OJK);
		
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER TENTANG RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR Syariah dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
3. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh direksi dan dewan komisaris BPR Syariah mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis oleh direksi serta hasil pengawasan dewan komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
4. Direksi adalah direksi bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
5. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, serta pengawas bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
6. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.


Pasal 2
(1) BPR Syariah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan opini DPS.

Pasal 3
BPR Syariah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan: 
a. Lampiran I yang memuat pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan laporan pelaksanaan dan pengawasan Rencana Bisnis; dan
b. Lampiran II yang memuat pedoman format Rencana Bisnis dan laporan pelaksanaan dan pengawasan Rencana Bisnis,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 

BAB II
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4
Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 


[bookmark: _Hlk212820989]Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN 
OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 




DIAN EDIANA RAE
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